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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah

strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering

mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa

pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.14

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah :
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh
suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja
dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada
perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh
kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.15

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang

mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai

14Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 hlm. 72,
15Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html
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istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri

tertentu pada peristiwa hukum pidana.Tindak pidana mempunyai

pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam

lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan

arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat

memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan

masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit.

Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah Offense

atauacriminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP

Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun

sama yaitu strafbaarfeit. Istilah Strafbaarfeit terdiri dari tiga unsur

yakni straf, baar, dan feit. Straf berarti hukuman (pidana), baar

berarti dapat (boleh), serta feit yang berarti peristiwa

(perbuatan).Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya

dapat dikenai hukuman pidana.16

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk

menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa

belanda disebut sebagai straftbaarfeit. Istilah lain yang pernah

16Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, 2009, hlm. 59.
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digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana

adalah:

1. Peristiwa pidana

2. Perbuatan pidana

3. Pelanggaran pidana

4. Perbuatan yang dapat dihukum.17

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya

dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal,

tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar

undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang

oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya

maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-

kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib

dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.18

17Masruchin Rubai, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB, Malang, 2001,
hlm. 21.

18P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Adityta Bakti,
Bandung, 1996, hlm. 7
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Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri

atas tiga kata yaitu: straf, baar dan feit. Yang masing-masing

memiliki arti:

a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,

b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,

c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelnggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal

dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut

delict, dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang

dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap

tindak pidana.19

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

Vos menggunakan istilah strafbaarfeit yaitu suatu kelakuan manusia

yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu

kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.20

Menurut Simons, strafbaarfeit atau tindak pidana adalah kelakuan

yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang

19Teguh Prasetyo, 2011,Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47
20Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,1994, hlm.

91
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berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung

jawab.21 Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana

adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang

dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan

tersebut.22

Pompe membedakan pengertian strafbaarfeit yaitu:

a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian strafbaarfeit
adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan
karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana
untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan
kesejahteraan umum;

b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian strafbaarfeit
adalah suatu kejadian (feit) yang olehperaturan undang-
undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.23

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah

suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang

atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang,

bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh

seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-

unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat

21M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika Offset, Jakarta,

2011, hlm.23
22Bambang Poernomo, Asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992,

hlm.130
23Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama,

Bandung, 2009, hlm. 59.
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melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana

oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.24

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau

menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa

itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada

suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum

Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang

mati karena perbuatan orang lain.25

Van Hamel menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan

orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan

hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.26

Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti

strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan

dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-

undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatanyang dapat dihukum.

24S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya, Penerbit
Alumni AHM-PTHM, Jakarta,1986, hlm.211.

25Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta,2005, hlm. 95.
26Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.
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Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan

rumusan yang lengkap, yang meliputi:

a. Diancam dengan pidana oleh hukum

b. Bertentangan dengan hukum

c. Dilakukan oleh orang yang bersalah

d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.27

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik

(straafbaarfeit) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan

dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak,

A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai

aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan

antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban

di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan

antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam

pidana (actus reus) di satu pihak dan pertanggungjawaban (mens rea)

dilain pihak.28

Berdasakan rumusan yang ada maka delik (strafbaarfeit) memuat

beberapa unsur yakni :

27Andi Hamzah,Op.cit, hlm.97
28Andi Hamzah,Lok.cit,
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1. Suatu perbuatan manusia,

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

undang,

3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung

jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu

pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk

dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa

hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak

dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana,

sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah

dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah

yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.29

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana

hukum, diantaranya:

a. S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut:
Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat,
waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan
diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat
melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh
seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

b. R.Tresna, peristiwa pidana adalah:

29Mahrus Ali, Op.cit, hlm. 99.
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“Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan
lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan
penghukuman”.30

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum

pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak

pidana adalah:

Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain,
yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum
Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang
ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang
ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum,
karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar
hukum.31

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok

dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan

pidana atas dasar pertanggung jawaban sesorang atas perbuatan yang

telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan

diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya

sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas

yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan

diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam

30E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm. 208-209.

31Wirjono,Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, 2003, hlm. 1.



24

perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari

pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam

melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik

Comissionis, delik Ommissionem dan delik Comissionis per

Ommissionem Commissa antara lain;32

a. Delik Comissionis

Delik Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran

terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang

misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan

sebagainya.

b. Delik Ommissionem

Delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran

terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah

misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan

Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik Comissionis per Ommissionem Commissa

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa

pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan

32Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawan Pidana Korporasi, Grafiti Pers, 2007,hlm.
34.
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dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang

membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340

KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana,

Moeljatno mengemukaka tiga hal yang perlu diperhatikan,

yaitu :

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan
hukum dilarang dan diacam pidana.

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan
atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang,
sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang
menimbulkan kejadian itu.

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang
erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan
bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana
jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.33

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang

melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan

perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang

melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu

ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan

33Moljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985,
hlm. 34



26

perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai

kesalahan ia tentu tidak dipidana.34

2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan

beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke

dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang

masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak

pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai

berikut:35

a. Kejahatan(Misdrijft) dan Pelanggaran (Overtreding)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran

adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal

ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran

tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa

34Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian
Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75

35 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122
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pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih

didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam Wetboek van Srafrecht (W.v.S) Belanda, terdapat

pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran.

Untuk yang pertama biasa disebut dengan rechtdelicten dan

untuk yang kedua disebut dengan wetsdelicten.Disebut dengan

rechtdelicten atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu

sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam

undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat

terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana

dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam

undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela

(melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan

hukum materiil, sebaliknya wetsdelicten sifat tercelanya itu

suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai

demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya

wetsdelicten adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan

rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh
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pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang

dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa

inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu

perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak

membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat

tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian

tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya

pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah

pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa

yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di

pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (Dolus) dan delik Kelalaian (Culpa).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang

dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau

mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana

yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal,

misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP

(sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan
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tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam

rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati

dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang

mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359,

Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana

Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang

perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif

adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan

adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (Aflopende Delicten) dan

Tindak Pidana Berlangsung Terus (Voortdurende Delicten)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga

untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau

waktu singkat saja disebut juga aflopende delicten. Misalnya

jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai

secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan

sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu

berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan,
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tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan

voordurende delicten.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat

dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku

II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah

semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

h. Delik sederhana dan delik yang ada

pemberatannya/peringannya (Envoudige dan

Gequalificeerde/Geprevisilierde Delicten).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan

yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351

ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut

(Pasal 363KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya

diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu,

misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP).

Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana;

misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362

KUHP).

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.
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Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak

pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap

pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang

berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana

biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk

dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk

terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan

pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata

(Pasal72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73)

atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh

yang berhak.

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya,

maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan

tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang

oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam

KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang

terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif
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MenurutR. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut

tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian

perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa

peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau

memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tesebut

terdiri dari:

a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan
dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum
dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama
dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak
dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini
mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa
orang)36

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum

Pidana” mengemukakan bahwa:

a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan Culpa);
2. Maksud pada suatu perobaan (seperti yang dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya

terdapat dalam tindak pidana pencurian;
4. Merencakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang

terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku
yang terdiri atas :
1. Perbuatan manusia, berupa:

36R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta,
2010, hlm.175
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a. Act, yakni perbuatan aktif atau positif;
b. Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan

negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau
membiarkan.

2. Akibat (Result) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang
diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan,
kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (Circumstances).
Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan
yang membebaskan perilaku dari hukum.37

2.2 Penadahan

2.2.1 Pengertian Penadahan

Penadahan merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdiri

sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak

pidana asal (predicate crime). Untuk dapat tidaknya seseorang

disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu

harus jelas tindak pidana asalnya, karena bagaimana mungkin

menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas

37Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,
hlm.193-194.
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terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan

atau bukan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tadah diartikan:

a. Tadah : barang untuk menampung sesuatu;
b. Bertadah : memakai tadah (alas, lapik);
c. Menadah : menampung atau menerima barang hasil curian

(untuk menjualnya lagi);
d. Menadahkan : memakai sesuatu untuk menadah;
e. Tadahan : hasil atau pendapatan menadah;
f. Penadah : orang yang menerima barang gelap atau barang

curian.38

Mengenai arti penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan

yang jelas atau defenisi resmi sebagai pegangan para ahli hukum

pidana. Mereka hanya menggolongkan tindak pidana penadahan

sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Penadahan

sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari

kejahatan terhadap harta kekayaan.39

Dalam kamus hukum memberikan pengertian penadahan dengan

melihat kata dasarnya, penadahan berasal dari kata “tadah” yang

artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang

menjadi “menadah” yang artinya menampung barang asal delik.40

38Ebta Setiawan, http://kbbi.web.id/tadah, pada tanggal 25 November 2017 pukul 22.55
WIB

39Lamintang, op.cit, hlm. 369
40Lamintang, op.cit, hlm. 372
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Penadahan dalam bahasa Belanda disebut Heling merupakan

tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus

didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan

kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang

dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan

serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. Tetapi kasus

yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah

menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan

tindak pidana pencurian.41

Istilah suatu tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal

adalah membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan

seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan termasuk

pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan,

seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu.42

Sedangkan pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHP:

a. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,
menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan
memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,
menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau
menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara
patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena
kejahatan.

41Lamintang, op.cit, hlm. 373
42Lamintang, op.cit, hlm. 375
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b. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda
yang secara patutia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa
benda tersebut diperoleh karena kejahatan.43

Untuk perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana

penadahan, maka cukup satu saja dari jenis perbuatan yang tersebut

yang di buktikan. “Elemen penting dari Pasal ini adalah “seseorang

patut mengetahui atau menyangka” bahwa barang tersebut berasal

dari kejahatan.” Jadi seseorang tersebut tidak perlu mengetahui

dengan pasti dari kejahatan apa barang itu berasal tetapi ia cukup

menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan.

Dari penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa

tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga

ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang

menentukan. Hal tersebut kembali dipertegas dalam Yurisprudensi

Mahkamah Agung NO.79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan

Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.126 K/Kr/1969 tanggal 29

November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang

mengharuskan untuk lebih dahulu menghukum orang yang mencuri

sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan

“pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya

43R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1998,
hlm.314.
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keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-

barang tadahan yang bersangkutan”. 44

2.2.2 Unsur-unsur Penadahan

Dalam Pasal 480 angka 1 KUHP ada dua rumusan kejahatan

penadahan, rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-

unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :
1. Kopen atau membeli
2. Buren atau menyewa
3. Inruilen atau menukar
4. In pand nemen atau menggadai
5. Als geschenk aannemen atau menerima sebagai hadiah atau

sebagai pemberian
6. Uit winstbejag atau didorong oleh maksud untuk

memperoleh keuntungan
7. Verkopen atau menjual
8. Verhuren atau menyewakan
9. In pand geven atau menggadaikan
10. Vervoeren atau mengangkut
11. Bewaren atau menyimpang dan
12. Verbergen atau menyembunyikan.

b. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari dari :
1. Yang ia ketahui atau waarvan hij weet
2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau warn hij
redelijkerwijs moet vermoeden.45

44http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f034e487ea97/majalahpembuktian-tindak-
pidana-penadahandiakses tanggal 25 November 2017 pukul 23.15 Wib )

45Karim Toiti, http://karimtoiti27.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-penadahan,
html diakses pada tanggal 25 November 2017 pukul 23.30 Wib
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Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480

angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-

masing yakni unsur kesengajaan atau unsur dolus dan unsur

ketidaksengajaan atau unsur culpa atau dengan kata lain karena tidak

pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP

mempunyai unsur subjektif yang pro parte dolus dan pro parte culpa,

maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat

mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama

terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak

pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1

KUHP.

Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari

unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-Unsur Obyektif
1. Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari
2. Objeknya adalah hasil dari suatu benda
3. Yang diperolehnya dari suatu kejahatan

b. Unsur-Unsur Subyektif
1. Yang diketahuinya, atau
2. Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan46

46Karim Toiti, http://karimtoiti27.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-penadahan,
htmldiakses pada tanggal 25 November 2017 pukul 23.38 Wib
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Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti

memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud diatas

baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan

didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara

terdakwa :

a. Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah

diperoleh karena kejahatan,

b. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk

melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum,

seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima

sebagai hadiah atau pemberian,

c. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk

melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum,

seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong

oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidak-

tidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia lakukan karena

terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

2.2.3 Penggolongan Penadahan
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a. Penadahan sebagai Tindak Pidana Pemudahan

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, penadahan disebut tindak
pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah
mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang
mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang
bersedia menerima hasil kejahatan tersebut. Akan tetapi, Simons
pun mengakui bahwa pengaturan tindak pidana penadahan di
dalam bab XXX buku 2 KUHP sebagai tindak pidana pemudahan
itu sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan menadah yang
didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan sebenarnya
tidak dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud untuk
memudahkan orang lain melakukan kejahatan.47

Badan pembinaan hukum nasional departemen hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bab XXXI dari usul

rancangannya mengenai buku 2 dari KUHP yang baru ternyata

telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan

kedalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya

sebagai pertolongan jahat. Kiranya para pakar bahasa Indonesia

dapat membantu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya

dimaksud dengan pertolongan jahat.

47Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,

hlm.362.
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b. Tindak Pidana Penadahan dalam Bentuk Pokok.

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk

undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP dirumuskan

sebagai berikut :

1. Karena bersalah telah melakukan penadahan, yakni barang-

barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan

memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut

harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh

karena kejahatan.

2. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda

yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa

benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan dan dipidana

dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau dengan

pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

c. Penadahan yang Dilakukan Sebagai Kebiasaan.
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Penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan ataupun yang

didalam doktrin sering disebut sebagai gewoonteheling oleh

pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP :

1. Barang siapa membuat sebagai kebiasaan pekerjaan dengan

sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau

menyembunyikan benda-benda yang diperoleh karena

kejahatan, pidana dengan penjara selama-lamanya empat (4)

tahun.

2. Orang yang bersalah dapat dicabut hak-haknya seperti

yangdiatur dalam Pasal 35 No. 1-4 dan dapat dicabut pula

haknya untuk melakukan pekerjaan, dalam pekerjaannya

kejahatan itu telah dilakukan.

2.3 Konsumen

2.3.1 Pengertian Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam

percakapan sehari-hari yang perlu untuk diberikan batasan pengertian

agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan

konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang

dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan
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Konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-Undang

Perlindungan Konsumen maupun dalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut:

Istilah konsumen dapat kita jumpai dalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, yakni terdapat dalam Pasal 1 , butir 2 bahwa

konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain maupun makhluk idup lain dan tidak untuk

diperdagangkan. 48

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen di atas lebih luas bila dibandingkan dengan 2 ( dua )

rancangan undang-undang perlindungan konsumen lainnya, yaitu

pertama dalam Rancangan Undang- Undang Perlindungan Konsumen

yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang

menentukan bahwa :

48Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.19
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“Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang

lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.“49

Sedangkan yang kedua dalam naskah final Rancangan Akademik

Undang- Undang Tentang Perlindungan Konsumen yang disusun oleh

Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan

Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan

RI menentukan bahwa, konsumen adalah setiap orang atau keluarga

yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk

diperdagangkan.50

Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, yaitu dengan lahirnya UU Perlindungan

Konsumen, yang di dalamnya dikemukakan pengertian konsumen

dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, bahwa

konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan.

49Yayasan Lembaga Konsumen, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan
Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga
konsumen, Jakarta, 1981, hlm. 2.

50Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan, Rancangan Akademik Undang-
Undang tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, 1992, Pasal 1 a. hlm. 57
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Penjelasan mengenai pengertian konsumen berdasarkan Pasal 1

angka 2 menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya

yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa :

Dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan
konsumen antara, Konsumen akhir adalah pengguna atau
pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan Konsumen
antaraadalah konsumen yang menggunakan suatu produk
sebagai bagian dari proses produksi suatu produk
lainnya.Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah
konsumen akhir. Dapat diketahui pengertian konsumen dalam
UU Perlindungan Konsumen lebih luas daripada pengertian
konsumen pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, karena dalam UUPK juga meliputi pemakaian
barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti
bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada
konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-
tumbuhan).Pengertian yang luas seperti itu, sangat tepat dalam
rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada
konsumen.51

Menurut Az. Nasution dalam bukunya yang berjudul “Hukum

Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar” menegaskan beberapa

batasan tentang konsumen, yakni:

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau
jasa digunakan untuk tujuan tertentu;

b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan
barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat
barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan
komersial);

c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan
menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi

51Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Rajawali Pers,
Jakarta, 2011, hlm.4-6.
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kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga
dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial)52

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Hans W.Miklitz, secara

garis besar dapat dibedakan dua tipe konsumen yaitu:

1. Konsumen yang terinformasi (well informed) yang memiliki
ciri-ciri sebagai berikut:
a. Memiliki tingkat pendidikan tertentu;
b. Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga

dapat berperan dalam ekonomi pasar bebas;
c. Lancar berkomunikasi.

2. Konsumen yang tidak terinformasi yang memiliki ciri-ciri:
a. Kurang berpendidikan;
b. Termasuk kategori ekonomi kelas menengah ke bawah;
c. Tidak lancar dalam berkomunikasi53

Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban

produk yang cacat“ yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga

korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang

bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai.

Sedangkan di Eropa pengertian konsumen bersumber dari Product

Liability Directive (selanjutnya disebut Directive) sebagai pedoman

bagi negara MEE dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan

Konsumen. Berdasarkan Dirrective tersebut yang berhak menuntut

ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian ( karena

52Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media,
Jakarta.2011, hlm.13.

53Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo Edisi Revisi,
Jakarta, 2004, hlm.3.
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kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain

produk yang cacat itu sendiri.54

Di Spanyol, konsumen diistilahkan tidak hanya individu (orang),

tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai

terakhir. Adapun yang menarik disini, konsumen tidak harus terikat

dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak

identik dengan pembeli. 55

Pengertian konsumen bukan hanya beraneka ragam, tetapi juga

merupakan pengertian yang luas, seperti yang dilukiskan secara

sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat Jhon F. Kennedy

dengan mengatakan, “Consumers by definition Include us all”.

Meskipun beraneka ragam dan luas, dapat juga diberikan unsur

terhadap definisi konsumen, yaitu :

1. Setiap orang

Disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berperan

sebagai pemakai barang/ atau jasa. Istilah “ orang sebetulnya tidak

membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang

54Nurhayati Abbas, Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya, Makalah,
Elips Project, Ujungpandang, 1996, hlm. 13.

55Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan, Op.cit.hlm.58
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perseorangan, namun konsumen juga harus mencakup badan

usaha, dengan makna luas daripada badan hukum. Dalam UU

Perlindungan Konsumen digunakan kata “ pelaku usaha“

2. Pemakai

Konsumen memang tidak sekedar pembeli, tetapi semua orang

(perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi jasa dan/ atau

jasa barang. Jadi yang paling penting terjadinya transaksi

konsumen berupa peralihan barang dan/ atau jasa, termasuk

peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.

3. Barang dan/ atau jasa

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang

sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik

bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun

tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai,

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/ atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat

sudah harus tersedia di pasar. Dalam perdagangan yang semakin



49

komplek dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh

masyarakat konsumen.

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk

hidup lain.

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang

diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas

pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan

untuk diri sendiri, keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu

diperuntukkan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan

keluarganya).

6. Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Batasan ini terasa cukup baik untuk mempersempit ruang

lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya

sulit untuk menetapkan batas- batas seperti itu.

Batasan ini terasa cukup baik untuk mempersempit ruang

lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya

sulit untuk menetapkan batas- batas seperti itu.

Dalam pengertian masyarakat umum saat ini, bahwa

konsumen itu adalah pembeli, penyewa, nasabah (penerima kredit)
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lembaga jasa perbankan atau asuransi penumpang angkutan

umum atau pada pokok langganan dari para pengusaha.56

Pengertian masyarakat ini tidaklah salah, sebab secara yuridis,

dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat subjek-

subjek hukum dalam hukum perikatan yang bernama pembeli,

penyewa, peminjam-pakai, dan sebagainya.

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi

oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah

memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi,

sebenarnya konsumen itu pelaksanaannya berhak untuk dilandasi

oleh perlindungan hukum atau yang pada kesehariannya dikenal

dengan istilah “ hukum perlindungan konsumen “.

2.3.2 Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Shidarta dalam bukunya “Hukum Perlindungan

Konsumen”, menyebutkan bahwa: Istilah “hukum konsumen” dan

“hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar.

56Az. Nasution,Konsumen Dan Hukum,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.68
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Namun belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi

keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.57

Selanjutnya, Celina Tri Siwi Kristiyanti dalam bukunya yang

berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen”, juga berpendapat bahwa:

“Dengan demikian, seyogianya dikatakan, hukum konsumen berskala

lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan

pihak konsumen di dalamnya. Kata aspek hukum ini sangat

bergantung pada kemauan kita mengartikan”.58

A.Z Nasution dalam bukunya yang berjudul “Hukum

Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar”, mengemukakan bahwa:

”Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-
kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan
penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia
dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan
Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian khusus
dari hukum konsumen.Hukum perlindungan konsumen adalah
keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan
melindungi konsumen antara penyedia dan penggunanya,
dalam kehidupan bermasyarakat.”59

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 UU

Perlindungan Konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin

57Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen,Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.9.
58Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,

2009, hlm.5
59Az. Nasution, Op.Cit, hlm.37
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adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen”.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan

Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan’’.

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3

UU Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang perseorangan atau

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan

usaha dalam berbagai bidang ekonomi’’.

2.3.3 Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas-asas dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat dalam

Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, yaitu: Perlindungan konsumen
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berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan

keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Penjelasan resmi dari Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen,

menyatakan bahwa: Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai

usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam

pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala

upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan

konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan

melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan

keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan

pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
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konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan

barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha

maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara

menjamin kepastian hukum.

2.3.4 Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa

perlindungan konsumen bertujuan:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang
dan/atau jasa;

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.60

60Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 pasal 3.
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Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan

dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan

perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara

berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan

konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan

penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan

perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari

penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan

konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut,

tetapi dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan

kualiatas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan

pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya

pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara

serempak.61

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya

“Hukum Perlindungan Konsumen”, menyatakan bahwa:

Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi
pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2
sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu
merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan
pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.62

61Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,
Universitas lampung, Bandar Lampung ,2007 hlm. 40-41

62Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, Op. Cit., hlm.34.
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2.3.5 Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut Az.Nasution dalam bukunya “Hukum Perlindungan

Konsumen Suatu Pengantar”, menyatakan bahwa :

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan
hukum.Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung
aspek hukum.Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu
bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang
bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen
sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum
tentang hak-hak konsumen.63

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)

2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed);

3. Hak untuk memilih (the right to choose);

4. Hak untuk didengar (the right to be heard).64

Empat hak dasar tersebut di atas diakui secara internasional.

Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang

tergabung dalam The International Organization of Consumer Union

(IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan

63Az. Nasution, Op. Cit, hlm.30
64Sidharta, Op.Cit, hlm.16-27
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pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 UU

Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur

serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian,apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Kebebasan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

merupakan suatu hak mutlak yang perlu direalisasikan tanpa

pembatasan dalam bentuk apapun. Sidharta mengemukakan hal

tersebut sebagai berikut:

Adanya hak dan kebebasan untuk memenuhi dan mengkonsumsi
suatu produk tertentu seara tidak langsung memberikan arti bahwa
dengan hak dan kebebasan tersebut berarti konsumen harus
dilindungi, karena dalam kondisi seperti itu biasanya konsumen
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dihadapkan pada kondisi take it or leave it, artinya jika setuju
silahkan beli, jika tidak silahkan mencari di tempat lain.65

Kebutuhan hidup setiap orang selalu bertambah, hal tersebut

untuk kelangsungan hidupnya. Namun, kedudukan konsumen

cenderung berada pada posisi yang lemah, dibandingkan dengan

kedudukan pelaku usaha. Apabila konsumen benar-benar akan

dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus

dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha, karena

pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian

konsumen dari berbagai aspek.

Selanjutnya, Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen juga

menyebutkan mengenai kewajiban konsumen sebagai berikut :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.

65Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, edisi Revisi,PT. Grasindo,
Jakarta, 2006, hlm,28.




